
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 112 AHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN TATA ASKAH DINAS ELEKTRONIK 

Meni ba g 

Menging t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa tata askah dinas secara e1ektron ik perlu 
dilaksanakan u ntuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
p merint ntuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan ang baik (good governance ; 

b . ba am ran gka m n · an ke ancar elaksanaan 
nge 0 aan a skah di as elektro· d · lingkungan 

Pemeri tah Da r Kab aten Tasikmalaya , di erlukan 
p ngatu an yang kom pr ensif; 

c . bahwa. berdasa kan pertimbangan se agaiman r imaksud 
dala huruf a a n hu f b , erlu men etapkan Peraturan 

upati t n g P elenggaraan Tata Naskah Dinas 
Elek on· 

1. U Nom r 14 Ta u n 19 50 ten tang 
aer h-Daerah Kabu a te dalam 

Ling n an rop insi ~awa Ba rat ( e ·ta Negara 
ahun 1950) se a gaimana telah diubah den gan Undang­

Undang N mor 4 Ta hun 196 8 ten tang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pem bentu kan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkunga n rovin i Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik In nesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5952); 
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3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebagaimana telab d iubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tabun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintab Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 4, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20 2 t I tang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahu 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik In nesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 20 9 ten tang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2019 
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara epublik 
Indonesia Nom or 6400); 

7 . Peraturan Presiden Nomor 95 Tabun 2018 tentang Sistem 
Pemerintaban Berbasis Elektronik (Lern aran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nom or 182); 

8 . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nom or 6 Tahu n 20 11 
ten tang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elek tronik di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 

9. Pera turan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 
Tabu n 201 8 tentang Pedoman Pemelih araan Arsip 
Dinamis (Berita Negara Repu blik Indonesia abun 2018 
Nomor 818); 

10. Pera turan Arsip Nasional Repu blik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi 
Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tabun 2021 Nomor 757); 

11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 
Tabun 2021 ten tan g Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tabun 202 1 Nornor 759); 

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Repuhlik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Pedoman Autentikasi Arsip 
Elektronik; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 
Tabun 2014 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 
Nomor 9); 

14. Pera turan Daerab Kabu paten Tasikmalaya Nom or 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tabun 2016 Nomor 1); 



Menetap an 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3); 

16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 18) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 143 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 143); 

17. Pera turan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2017 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lin gkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya erita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nom or 71) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan upati 
Nomor 147 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan em erintah 
Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Ka bupaten 
Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 147); 

18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 97 Tahun 2022 
tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektron i (Berita 
Daerah Tahun 2022 Nomor 97) ; 

19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik (Berita 
Daerah Tahun 2022 Nomor 110); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENG RAAN TATA 
NASKAH DINAS ELEKTRONIK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan 
yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 
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Pasa13 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pe1aksanaan 
TNDE pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang efektif dan efisien guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 
baik. 

BAB III 
PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasa14 

( ) Pemerintah Daerah menyelenggarakan TNDE dengan sasaran: 
tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang 
penyelenggaraan TNDE pada Perangkat Daerah di Lingl ngan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

b . terwujudnya keterpaduan TNDE; 
c . terwujudnya kelan caran komunikasi dan kemudahan dalam Tata 

Naskah Dinas; 
tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam Tata Naskah Din a s ; dan 

e . te ~udnya efektivitas dan efisiensi dalam Tata Naskah Dina s. 
(2) Penye enggaraan TNDE seba gaiman a dim aksud pada ayat (1 m eliputi: 

a . j enis dan format Naskah Dina s Elektronik; 
b . pengelolaan Naskah Dinas Elektronik; 
c . penand a tanganan Naskah Dinas Elektron ik; dan 
d . pengamanan. 

Bagian Kedua 
Jenis dan Format Naskah Din a s Elek tronik 

Pasal5 

Jenis dan forma t Naskah Dinas Elektronik seSUaI ketentu an peraturan 
perundang-un dangan m engenai Tata Naskah Dinas. 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik 

Para graf 1 
Umum 

Pasa16 

(1) Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik terdiri dari : 
a. penciptaan Naskah Dinas Elektronik; 
b. penggunaan Naskah Dinas Elektronik; 
c. pemeliharaan Naskah Dinas Elektronik; dan 
d. penyusutan Naskah Dinas Elektronik. 
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(2) Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi TNDE. 

(3) Aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan 
SRlKANDI. 

Paragraf 2 
Penciptaan Naskah Dinas Elektronik 

Pasal 7 

(1) Penciptaa n askah Dinas Elektronik sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 6 aya t (1) huruf a, me1iputi kegiatan: 
a. pembuatan Naskah Dinas Elektronik; dan 

. penerimaan N askah Dinas Elektronik. 
(2) Pembuatan dan penerimaan Naskah Dinas Elektronik seb ai ana 

d 'maksud pada ayat (1 dilaksanakan berdasarkan Tata Naskah inas, 
sifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses ars ip. 

(3) Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas, klasifikasi arsip, ser ta sistem 
a ifikasi keamanan dan akses arsip sebagaimana dimaksu pada 

ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

(1) Pern uatan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksu d dalam 
P s I 7 ayat (1) huruf a harus diregistrasi. 

(2) skah Dinas Elektronik yang sudah diregistrasi d idistribusikan kepada 
p ih yang erhak secara cepat dan tepat wak u, lengkap, serta aman. 

(3) Pen istribu sian Naskah Dinas Elektronik sebagaimana d imak ud pada 
a at (2) d iikuti dengan tindakan pengendalian. 

Pasa1 9 

(1) Pen rim aan Naskah Dina s Elektronik sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf b dianggap sah sete1ah d iterima oleh pihak yang 
berhak men erima. 

(2) Penerimaa n Naskah Dinas Elektronik sebagaimana imaksud pada 
ayat (1) harus diregistrasi oleh pihak yang m enerirna. 

(3) Naskah Dinas E ektronik yang diterirna sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) didistribusikan kepada Unit Pengolah diikuti dengan tindakan 
pengendalian. 

Pasall0 

(1) Kegiatan registrasi dalam pembuatan dan penerimaan Naskah Dinas 
Elektronik didokumentasikan oleh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan 
Perangkat Daerah. 

(2) Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Perangkat Daerah wajib memelihara dan 
menyimpan dokumentasi pembuatan dan penerimaan Naskah Dinas 
Elektronik. 
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Pasa111 

Pembuatan dan penerimaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 me1iputi: 
a. komunikasi internal; 
b. komunikasi eksternal; 
c. disposisi; 
d. diteruskan; 
e . diarsipkan; 
f. pembuatan askah Dinas dengan template; 
g. penelusu ran surat dan Naskah Dinas; dan 
h. fasir ta s p encetakan data. 

Paragraf 3 
Penggunaan Naskah Dinas Elektronik 

Pasal12 

(1) Pen ggunaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam 
a~'al 6 ayat (1) huruf b diperun tukan ba gi kepentingan penggu a yang 

berhak. 
(2) Autentisi as Naskah Dinas Elektronik menjadi tanggung jawa b encipta 

Arsip. 
(3) n ggunaan Na skah Dinas Elektronik sebagaimana dirnaksud dalam 

aya t (1 i aksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan an akses 
a rsip. 

Paragraf 4 
Pemeliharaan Na skah Dinas Elektronik 

Pasal 13 

(1) Pe eliharaan Naskah Dinas Elektron ik sebagaim ana d i aksud dalam 
Pas 6 aya t (1) huruf b d ilakukan u ntuk m enjaga keautentikan, 
keut h a n, keamanan, dan keselamatan arsip Naskah Dinas Elektronik. 

(2) Pemelih araan Naskah Dinas Elektronik dilakukan m elal i kegiatan: 
a. pemberkasan; dan 
b. penyimpanan. 

Pasal14 

(1) Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, 
dilakukan terhadap Naskah Dinas Elektronik yang dibuat dan diterima. 

(2) Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersimpan 
pada himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis menjadi sebuah 
arsip elektronik. 

(3) Pemberkasan arsip elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip. 
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BABIV 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasa 121 

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerahjun it kerja yang 
menyelenggarakan urusan kearsipan. 

BABV 
PENDANAAN 

Pasal 22 

Pendanaan pelaksa n a an TNDE bersu mber dari Anggara n Penda patan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan/ a tau su mber pendanaan lainnya 
yan ah sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

BABVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa l23 

Ketentu a n pengelolaan Naska h Dinas Elektron ik, dikecualika n terhada p: 
a . N s ah Dina s yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; 
b. Na skah Dinas yang bersifat rahasia ; 
c. Na sk h inas dan surat m asu k yang berisi informasi yang dike ualikan 

se. u a i dengan ketentuan peratura n perundang-undangan; dan l atau 
d . N'sk Dinas yang formatnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

pe a t an perundang-u ndangan. 

Pa sal 24 

(1) Dalam h al kond is i penerbitan Naskah Dinas Elektronik tidak dapa t 
dil' k kan, proses pem buatan Naskah Dinas dilakuka n se ara non 
elektron ik. 

(2) Kon 'si sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) m eliputi: 
a. gangguan jaringan atau gangguan pada Aplikasi TNDE; 
b . apabila Penanda Tangan belum memenuhi syarat adminis trasi u n tuk 

penandatanganan Naskah Dinas Elektronik ; danl atau 
c. hal-hal yang d iakiba tkan oleh kejadian yang di lu ar du gaan atau di luar 

kemampuan yang wajar. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa125 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati InI dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 12. Oktob li' 2022 

MALAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 11.3 



LAMPIRAN 

NOMOR 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

112 TAHUN 2022 

PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

ALUR KERJA 

PENGELOLAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

A. Deskripsi Aktor Pelaksana 

No Kode Aktor Pelaksana Deskripsi 

PPT Pejabat Pirnpinan Tinggi Pegawai ASN yang m enduduki 
Jabatan Pimpinan Tinggi 

2 PJF Pejabat Fungsion al Pegawai ASN yang m end duki 
Jabatan Fungsional pada in tansi 
ipemerintah 

3 ARS Pejabat Fungsional seseorang yang m miliki 
Arsiparis kompetensi di Bidang 

Kearsipan yang dipe oleh melalui 
pendidikan formal dan/atau 
pen didikan dan pelatihan 
Kearsipan serta m em punyai 
fungsi, tugas, tanggun g jawab 
melaksanakan kegiatan Kearsipan 

4 PA Pengelola Arsip Seseorang yang m emiliki 
pendidikan dan I atau p elatihan 
Kearsipan serta mempunyai 
fu ngsi, tugas, dan tanggu gjawab 
m ela ksanakan kegiatan Kearsipan 

5 USER Pengguna Arsip Internal organisa s da antar 
instansi pemerintah 

6 PPID Pejabat Pengelola Pejabat yang bertanggung jawab di 
Informa si dan Bidang penyimpanan, 
Dokumentas i pendokumen tasian, enyediaan, 

dan I atau pelayanan informasi di 
bad an publik 

7 UP Unit Pengolah I Unit Satuan kerja pada pencipta Arsip 
Kerja yang m empunyai tugas dan 

tanggung jawab mengolah semua 
Arsip yang berkaitan dengan 
kegiatan Penciptaan Arsip di 
lingkungannya 

8 CF Sentral Arsip Aktifl Tempat penyimpanan Arsip Aktif 
Central File yang dirancang untuk 

penyimpanan Arsip Aktif secara 
efisien, efektif dan aman sesuru. 
standar yang telah ditetapkan oleh 
Arsip Nasional Republik Indonesia 

9 UK Unit Kearsipan Satuan kerja pada pencipta Arsip 
yang mempunyru. tugas dan 
tanggung jawab dalam 
penyelenggaraan Kearsipan 
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No Kode Aktor Pelaksana Deskripsi 

10 RC Sentral Arsip Inaktif/ Tempat penyimpanan Arsip Inaktif 
Record Center untuk penyimpanan Arsip Inaktif 

secara efisien, efektif dan aman 
sesual standar yang telah 
ditetapkan oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia 

B . Proses Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik 

~ -= 0 ... 
;tj 

G> 

&1 
CIJ as = ... 
Q 
..c:: 
.= 

CIJ as 
Z 
= as as -0 -G> 
IX) = ~ 

Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik meliputi: 
1. p roses melakukan penciptaan Naskah Dinas Elektronik; 
2 . proses melakukan penggunaan Naskah Dinas Elektronik; 
3 . proses melakukan pemelihara an Naskah Dinas Elektronik dan 
4 . proses m elakukan penyusu tan Naskah Dinas Elektronik. 

Seluruh proses Pengelolaan Naskah Dina s Elektronik dilakukan m elalui 
SRlKA DI. 

ktor Pelaksana yang dapat m enjalankan proses ini antara lain Peja bat 
Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional, Pejabat Fungsional Ar siparis, 
Pen gelola Arsip, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sentral 
A sip Aktif/ Central F ile, Sentral Arsip Inaktif/ Record Center, Pimpinan 
P n cipta Arsip dan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah. 

Alur pada Proses Pengelolaan Naskah Din as Elek tronik dilihat pada 
Gambar sebagai berikut: 

Melakukan 

~ 
penggunaan 

1 Naskah Dinas 
Elektronik 

g ') Melakukan 
r.; Melakukan penyusutan 

penciptaan C) --. --. Naskah 
Q Naskah Dinas Dinas - Elektronik 

J 
Elektronik II. 

II. 

:: I 

~ 
Melakukan 

pem e1iIharaan 
Naskah Dinas 

~ Elektronik 

/ 

~ 

Gambar Proses Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik 
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Deskripsi dari setiap proses Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik terdiri 
atas: 

1. Proses Penciptaan Naskah Dinas Elektronik: 

Ul 

t; 
r; 
0 

Po. 
~ 

t 
~ 

,. 
Melalrukan 

pembuatan Naskah 
Dinas Elektronik 

~ Pem be kasan 
Melakukan Nas a h Dinas 

p enerimaan Naskah Elektronik 
Dinas Elektronik 

J -

Gambar Penciptaan Naskah Dinas Elektr nik 

a . Pembuatan Naskah Dinas Elektronik me1iputi: 
1) Proses membuat draf naskah dinas; 
2) Proses m engoreksi draf naskah dinas; 
3) Proses menandatangani draf n a skah din as; 
4) Proses m elakukan registras i naskah dina s keluar; 
5) Proses melakukan d istribusi naskah dina s keluar; 
6 ) Proses me1akukan pengendalian naskah dinas ke1u ar; dan 
7) Proses me1akukan p endokumentasian naskah din a s ke1uar. 

Proses Pembuatan Naskah Dinas Elektronik in i d· la sanakan 
oleh Pejabat Pimpin an Tinggi, Pejabat Fung iona l, Pejabat 
Fun gsional Arsiparis, dan Pen gelola Arsip. Alur Proses 
Melakukan Pembuatan Naskah Dinas Elektronik dilihat pada 
Gambar sebagai berikut: 
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----. 

.... 

Menandatangani 
draft Naskah 

Dinas Elektronik 

Mekalrukan 
registrasi 
naskah 

dinas kelu ar 

""'\. 

~ 

r 

Melakukan 
distribusi 
naskah 

din as keluar 

~ 

r- -- - \ 

Melakukan 
pengendalian ~ 

naskah 
dinas keluar 

Gambar Proses melakukan pembuatan Naskah Dinas Elektronik 

( ~--- ........ 

Melakukan 
pendokumen­
tasian naskah 
dinas keluar 

Pember 
kasan 
NDE 
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b. Penerimaan Naskah Dinas Elektronik meliputi: 

Proses ini dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat 
Fungsional, Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip. 

Alur Proses Melakukan Penerimaan Naskah Dinas Elektronik 
dilihat pada Gambar sebagai berikut: 

/' '" 
Melakukan 
registrasi 
naskah 

dinasmasuk 

Melakukan 
distribusi 
naskah 

dinasmasuk 

r " r 
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Gambar Proses melakukan penerimaan Naskah Din as Elektronik 

2. Pro es Penggunaan Naskah Dinas Elektronik: 
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Proses ini dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional, Pejabat Fu gsional 
Ar siparis , Pengelola Arsip , Sen tral Arsip Aktif j Central File, Sentral 
Arsip In aktifj Record Center dan Penggun a Arsip j User. Alu r Proses 
Melakukan Pen ggun aan Arsip diliha t pada Gambar berikut: 
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Gambar Proses melakukan penggunaan Naskah Dinas Elektronik 

a. Melakukan Pemberkasan 

Proses ini dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional, Pejabat 
Fungsional Arsiparis, Pengelola Arsip, dan Sentral Arsip 
Aktif / Central File. 
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Alur Proses Me1akukan Pemberkasan dilihat pada Gambar 
sebagai berikut: 
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b . Me1akukan Penyimpanan 

Proses ini dilaksana ka n oleh Pejabat Fungs·onal Arsiparis, 
Pengelola Arsip, Sentral Arsip Aktifj Central File, dan Sentral 
Arsip / Record Center. 

Alur Proses Melakukan Penyimpanan Arsip d ilihat pada ambar 
sebagai berikut: 
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Gambar Proses me1akukan penyimpanan Naskah Dinas 
Elektronik 
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3. Proses Penyusutan Naskah Dinas Elektronik: 
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Proses Me1akukan Penyusutan Arsip ini dilaksanakan oleh Pejabat 
Fungsional Arsiparis, Pengelola Arsip, Sentral Ar sip Inaktif/ Record 
Center, Kepala Lembaga Kearsipan Daerah dan Pimpinan Pencipta 
Arsip. Alur Proses Melakukan Penyusutan Arsip dilihat pada Gambar 
sebagai berikut: 
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Gambar Me1akukan Penyusutan Naskah Dinas Elektronik 
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